I11. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian yang dilakukan
dengan mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian asas-asas
hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan
berperilaku dan bersikap tindak yang pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama)
terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan
tersebut mengandung kaedah hukum® di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat
menghasilkan kebenaran tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

pengukuran jumlah pemakaian arus listrik.
B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian
adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana
perlindungan hukum terhadap konsumen listrik dalam pengukuran jumlah pemakaian arus

listrik.

C. Pendekatan Masalah
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Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-
tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.? Pendekatan masalah yang
digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur
yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan
hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dalam
peraturan perlindungan konsumen dan peraturan Ketenagalistrikan sebagai wujud
perlindungan hukum terhadap konsumen listrik dalam pengukuran jumlah pemakaian arus

listrik.
D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa
hukum in concreto.® Data primer dalam penelitian diperoleh secara langsung dari PT
PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjung Karang Rayon Karang, dengan
melakukan observasi maupun wawancara pihak-pihak terkait pada PT PLN (Persero)
Wilayah Lampung Area Tanjung Karang Rayon Karang yaitu Bapak Nova Sagita
sebagai Manger Rayon Karang, lbu Puti Laksmi sebagai Supervisor Pelayanan

Pelanggan Rayon Karang.

2. Data Sekunder
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Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan,
yurisprudensi dan buku literatur hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga
studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui
perpustakaan umum.* Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan tersier.” Penulis memperoleh data sekunder melalui perundang-
undangan, literatur-literatur serta bahan hukum lainnya yang diklasifikasikan sebagai
berikut :

a. Bahan hukum primer (primary law material) merupakan bahan hukum yang bersifat

mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga listrik;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 tahun 2010
tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan
Konsumen Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan

konsumen Swadaya Masyarakat;
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8. Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang
berupa literatur-literatur yang berkaitannya dengan permasalahan yang ditulis oleh
peneliti.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan
nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum dan majalah hukum dan bahan-

bahan diluar bidang hukum, seperti majalah dan pencarian data melalui internet.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan, yaitu :

a.

Studi pustaka (library research) dilakukan dengan cara mempelajari, membaca,
mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur
berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan.

Studi lapangan (field research) dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu pengumpulan
data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan kepada pihak-pihak terkait pada PT
PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjung Karang Rayon Karang yaitu Bapak
Nova Sagita sebagai Manger Rayon Karang, lbu Puti Laksmi sebagai Supervisor
Pelayanan Pelanggan Rayon Karang. Pengumpulan data dengan teknik wawancara
bertujuan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan oleh

peneliti.



Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data/editing dilakukan setelah semua data dikumpulkan melalui wawancara,
tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan pokok
bahasan.

b. Klasifikasi data dilakukan untuk menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang
diteliti sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian

yang dilakukan.

F. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk-bentuk yang lebih
mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga data primer dan data sekunder yang telah
dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan
penelitian hukum yang lebih sempurna mengenai hal yang dibahas yaitu perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam pengukuran jumlah pemakaian arus listrik sehingga memudahkan

dilakukannya pembahasan serta ditarik kesimpulan yang tepat.



